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PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 2 TAHUN 20 IS

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang: a. bahwa guna percepatan pembangunan desa dan dalam
rangka menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan
berkelanjutan melalui pendekatan pemberdayaan
masyarakat di Kabupaten Tegal, serta mendukung program
pemerintahyaitu mewujudkan kebutuhan dasar masyarakat
demi mencapai standar hidup dan penghidupan yang layak
dan produktif berupa tersedianya akses air minum layak 100
%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0 % dan
menyediakan akses sanitasi layak hingga 100 % pada tahun
2019, Pemerintah Kabupaten Tegal telah -mengan^arkan
Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM);
bahwa agar pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan
Masyarakat (PDPM) dapat berdayaguna dan berhasil guna,
tepat sasaran serta tepat mutu, perlu menetapkan Petunjuk
Pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Daerah
Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) di Kabupaten Tegal;

b.

c.

Mengingat: 1.

2.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437)sebagimana telah beberapa
kali diubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undging-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ^Lembaran
NegaraTahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Neg£ira Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturain Pelaksanaan Undang - Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007

tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data
Profll Desa Dan Kelurahan ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk hukum Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan keuangan desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan di desa;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);

12. Peraturein Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan

Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten
Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Tegal Nomor 2);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal
Nomor 110);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 15);

15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 68 Tahun 2014 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita
Daerah Tahun 2014 Nomor 68);

16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daereih Tahun
2015 Nomor 33);

17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 77 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor
77);

18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah
Tahun 2016 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Kecamatan adalah wilayah keija Camat sebagai perangkat Daerah

Kabupaten Tegal.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintah desa.

8. Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat
PDPM adalah program peningkatan kapasitas pemerintah desa dan
pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk percepatan
penanggulangan kemiskinan.

9. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang diinginkan dalam
pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan
dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bemegara.

10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adaleih upaya untuk mewujudkan
kemampuan dan kemandirian masyarakat Desa yang meliputi aspek
ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan
Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan
kapasitas masyarakat.

11. Pembangunan Partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari,
oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan
serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan, dengan peran serta
seluruh Japisan ma^arakat.

12. Partisipasi masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam proses
perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan
pengembangan hasil pembangunan.

13. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan
Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk
membayar seluruh pengeluaran Desa pada Lembaga Keuangan atau Bank
yang ditetapkan.

14.Jamban adalah jamban sehat sesuai dengan definisi operasioanal
Kementrian Kesebat^ yaitu terdiri dari Closet, Septictank daxi Resapan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberikannya PDPM adalah untuk mendorong percepatan
pembangungui dan penanggulangan Kemiskinan di Desa-desa di Kabupaten
Teged, dengan prioritas mendukung program pemerintah , yaitu mewujudkan
kebutuhan dasar masyarakat demi mencapai standar hidup dan penghidupan
yang layak dan produktif berupa tersedianya akses air minum layak 100 %,
menguiangi kawasan kumuh hin^a 0 % deui menyediakan akses sanitasi layak
hingga 100 % pada Tahun 2019.

Pasal 3

Tujuan PDPM adalah :
a. meningkatkan kualitas dan akses terhadap kebutuhan dasar mayarakat;
b. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;



c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
d. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat

desa dan pemberdayaan masyarakat;
e. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka

pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
f. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
g. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa;
h. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan

didesa.

BAB III

BESARAN,SASARAN DAN PRINSIP

Pasal4

(1) Besaran Anggaran PDPM sebesar Rp 21.075.000.000,- (Dua Puluh Satu
Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

(2) Lokasi dan alokasi Anggeiran PDPM sebagaimana di maksud ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Sasaran PDPM adalah seluruh desa dalam wilayah Kabupaten Tegal.

Pasal 6

Prinsip PDPM adalah :
a. PDPM dikelola dengan cara swakelola berdasarkan prinsip transparan,

akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dan penggunaannya
dilakukan secara hemat, terarah dan terkendali, serta mendorong swadaya
masyarakat.

b. PDPM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan
Desa dalam APBDesa.

c. kegiatan yang didanai oleh PDPM direncanakan dan dilaksanakan secara

terbuka dan dibahas dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam
Musyawarah Desa dengan mengacu pada prioritas sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3.

d. pengelolaan PDPM sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dapat
dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

Pasal 7

Alokasi anggaran PDPM untuk desa diberikan dalam bentuk bantuan
keuangan.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu
Pendampingan

Pasal 8

(1) Pendampingan kegiatan PDPM dilaksanakan oleh Tim Koordinasi
Kabupaten, Tim Koordinasi Kecamatan dan Tenaga Pendamping Desa.



(2) Tim Koordinasi Kabupaten dan Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pengelolaan

Pasal 9

Pengeiolaan anggaran yang bersumber dari PDPM mendasarkan pada ketentuan
Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 10

(1) Mekanisme Penyaluran dan pencairan PDPM dilaksanakan dengan
menggunakan mekanisme belanja bantuan keuangan dari pemerintah
kabupaten kepada pemerintah desa.

(2) Penyaluran PDPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

Pasal 11

Tata cara pencairan PDPM dilakukan dalam 1 fsatu) tahap, dengan
kelengkapsm persyaratan sebagaiman tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGGUNAAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Penggunaan

Pasal 12

(1) Penggunaan PDPM adalah untuk bcuituan pembuatan atau perbaikan
jamban bagi keluarga tidak mampu yang belum memiliki jamban atau
memiliki tapi rusak/tidak berfungsi dengan mengacu Detail Enginering
Design (DED) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana tercantum
dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(2) Untuk desa yang memiliki kekurangan jumlah penerima manfaat sesuai
dengan Pasal 4 ayat (2), bisa mengajukan sasaran baru masyarakat miskin
yang tercantum dalam data Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT)
Tahun 2015.

(3) Rincian Penggunaan /Anggaran PDPM sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) digunakan untuk biaya operasional dan/atau pembelian 1
(satu) unit alat cetak jamban.

(4) Bes«a» atau jumlah anggaran untuk biaya operasional mendasarkan pada
ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tegal yang mengatur
tentang pengelolaan keuangan desa.



(5) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan antara
lain untuk ;

a. honorarium;

b. lembur;

c. alat tulis kantor;

d. biaya jamuan rapat/musyawarah;
e. biaya foto copy dan cetak;

f. biaya peijalanan dinas;

g. pembuatan papan nama kegiatan dan / atau prasasti;
h. biaya dokumentasi.

(6) Apabila penggunaan dana PDPM kurang dari besaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) maka menjadi SilPA dalam APE Desa
tahun berikutnya dan penggunaan/peruntukannya sesuai program PDPM.

Pasal 13

Dilarang menggunakan dana PDPM untuk kegiatan yang tidak ada hubungan
langsung dengan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1), ayat ̂2) dan ayat (3).

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kegiatan dan Penatausahaan

Pasal 14

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari PDPM meliputi Tahap
Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Pelaporan dan Penyerahan hasil
pekeijaan.

(2) Ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur
tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB Vll

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 15

(1) Tata cara pengadaan barang/jasa dalam kegiatan yang didanai dari PDPM
dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkein penggunaan Sumber
Daya Alam berupa material atau bahan dari wilayah deam setempat,
dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi
masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan keija, dan
pemberdayaan masyarakat setempat.

(2) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
dapat berasal dan lain wilayah desa, apabila di wilayah desa setempat
benar-benar tidak ada atau tidak cukup tersedia material atau bahan atau
sumber daya manusia yang dibutuhkan.

(3) Pengadaan Barang/Jasa pada kegiatan yang didanai dari PDPM
sebagaimana dimaksud pada ayat ̂1) beipedoman pada Peraturan Bupati
tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.



BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

(1) Pelaporan pengelolaan PDPM diperlukan dalam rangka pengendalian dan
evaluasi perkembangan kegiatan.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Laporan
prosentase capaian pelaksanaan kegiatan disertai dokumentasi mulai dan
tahap 0% (nol per seratus), 50% (lima puluh per seratus) dan terakhir
100% (seratus per seratus).

(3) Laporan penggunaan PDPM mencakup :
a. jenis kegiatan yang dilaksanakan;
b. pencapaian sasaran dan target yang sedang dilaksanakan;
c. masalah yang dihadapi;
d. tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan; dan
e. foto kegiatan fisik (keadaan terakhir saat dibuatnya laporan).

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati
Cq. Kepala Badan Pengelolasin Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Tegal dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, paling
lambat tanggal 20 Desember 2018.

(5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

(1) Pertanggungjawaban pengelolaan PDPM terintegrasi dengan
pertanggungjawaban APBDesa.

(2) Pertanggungjawaban pengelolaan PDPM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ);
b. laporan penggunaan PDPM; dan
c. fotocopy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;
(3) Pertanggungjawaban pengelolaan PDPM sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) disampaikan kepada masyarakat secara luas dalam forum musyawarah
Desa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan Berita Acara;
(5) Pertanggungjawaban dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dan ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat;
(6) Pertanggungjawaban dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) dikirim kepada Tim Koordinasi Kecamatan untuk dibuatkem
rekapitulasi;

(7) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud ayat (6) dikirim kepada Bupati Cq.
Kepala Badan Pengelolaan Keuemgan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal
dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan serta evaluasi dilakukan agar pemanfaatan PDPM
dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.



Pasal19

(1) Pembinaan pengelolaan PDPM dilakukan secara beijenjang dari Tim
Koordinasi Kecamatan dan Tim Koordinasi Kabupaten.

(2} Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Koordina^ Kecamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme pemeriksaan kas (cash
ophname) dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan
secara leingsung pada obyek kegiatan dan/atau desa atau ke Kecamatan.

(4) Dalam hal teijadi permasalahan pengelolaan PDPM, maka upaya
penyelesaiannya dilakukan secara beijenjang mulai dari tingkat desa,
ting^t kecamatan dan tingkat kabupaten.

Pasal 20

(1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan PDPM sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 dilakukan secara fungsional oleh Perangkat Daerah atau pejabat
yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan PDPM sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan
ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 21

Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kabupaten melalui kegiatan
monitoring dan evaluasi seceira langsung pada obyek kegiatan dan/atau desa
atau ke Kecamatan.

Pasal 22

Evaluasi pengelolaan PDPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan
untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi, dampak dan permasalahan
yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pada berbagai tingkat Koordinasi
kegiatan, dan menjadi bahan perumusan kebijakan lebih lanjut.

BABX

SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 23

(1) Pelanggaran atau penyimpangan terhadap penggunaan PDPM diberikan
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada desa yang dinilai berprestasi
dalam pengelolaan PDPM sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan
/ atau ketentuan peraturan perundang-undangstn.

(3) Ketentuan tentang pemberian penghargaan atau sanksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas hasil penilaian dan
/atau evaluasi bersama Tim Koordinasi Kabupaten dan Inspektorat
Kabupaten Tegal serta Tim Koordina^ Kecamatan.



BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 2 Jomuiri

/. BUPAW^AL,^

^ ENTHU^USMONO
Diundangkan di Slawi
pada tanggal £ Jmur i i 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018 NOMOR 2
































